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BUPATI LEBONG 
PROVINS[ BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 9 TAHUN 2023 

TENTANG 

PROGRAM KERJA PEMBINMN DAN PENGAWASAN TAHUNAN 

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

Menimbang a . bahwa untuk melaksanakan ketcntuan PasaJ 3 ayot (1) 

huruf a, huruf b, dan huruf c Pcrnturnn Menteri Dalam 

Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tcntang Perencanaan 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelcnggaraan 

Pemcrintahan Daerah Tahun 2023, diperlukan suatu 

pedoman kerja bcrbasis risiko dnn untuk menjamin 

ketepatan waktu dalam pelaksanaan pembinaan dan 

pengowasan, perlu adanya Program Kerja Pembinaan dan 

Pengawasan Tahunan Kabupaten Lcbong; 

Mcngingat 

b. bahwa berdasarknn pertimbangnn sebagaimana dimaksud 

pado huruf a d i alas, pcrlu menetnpkan Peraturan Bupati 

Lebong tentang Program Kcrja Pembinaan dan Pcngawasan 

Tahunan lnspektorat Daerah Kabupatcn Lebong Tahun 

2023. 

J. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambnhnn 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupatcn Kepnhiang 

di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 154, Tambnhan Lembaran Negnra 

Republik Indonesia Nomor 4349); 

3 . Undong-Undnng Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undnngan (Lcmbnran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lcmbnran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir 

dengan Undnng-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atns Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Trunbahan Lcmbnrnn Negara Republik Indonesia 

Nomor 680 I); 

JoJan .,,, M""" """" -A,ga Makm"' No. 1 T,,., .,..,,.,.., ,-. p,..., .. •~ I I · 1 
No. Telp. (0738) 21003 Fu. (0738) 21003 Website : www lebongkab go.Id L_! ~~~\j~ ~ 

.b 

~ Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


4. Undnng-Undnng Nomor 23 Tnhun 2014 ten tang 
PcmcrintRhnn Daernh (LembArnn Negara Republik 
lnclonesin Tnhun 2014 Nomor 244, Tnmbahan Lembnran 
Negnra Republik Indonesia Nomor 5587), sebAgAimanA 
tclnh diubnh bcbcrapn kali tcrakhir dcngan Undang
Undnng Nomor l Tnhun 2022 tentang 1 luhungan l<cuangon 
Antnra Pcmcrintnh Pusnt dnn Pcmerintahan Oaera h 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tnmbahan Lembnrnn Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
6757); 

5. Pernturnn Pcmerintnh Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pcmbaginn Urusnn Pcmcrintahnn Antara Pemcrintah, 
Pemcrintahan Daerah Provinsi clan Pemcrintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta hun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lcmba ran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

7. Peraturan Pcmcrintah Nomor 60 TAhun 2008 ten tang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6041 ); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 2036), 
sebagaimann telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentnn Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produlc Hukum Daernh (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10 . Peraturon Menleri Dalnm Negeri Nomor 88 Tahun 2022 
tentang Perencanaan Pembinaan cian Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintnhan Daerah Tahun 2023 (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1045); 

11 . Peraturan Dnerah l<nbupaten Lcbong Nomor 10 Tnhun 
2016 tentang Pembentukan dnn Susunan Pernngkat 
Daera h (Lembaran Daerah l<nbupaten Lebong Tahun 20 16 
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupatcn Lebong Nomor 1 Tahun 202 1 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Dnernh Knbupnten Lebong 
Nomor 10 Tahun 20 16 tentnng Pembentukan dnn Susunnn 
Pernngkat Dacrnh (Lembaran Dacrah Kabupaten Lebong 
Tahun 2021 Nomor 1 ); 
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Mcnctapkan 

12. Pcraturan Dupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 ten tang 

Susunan Organisasi dnn Tata Kcrjn Perangkat Daerah 

J<abupatcn Lebong, sebagnimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupnti Lebong Nomor 52 Tahun 202 1 tcntang 

Pcrubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 

Tahun 2016 ten tang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Dc\erah Kabupaten Lebong. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PROGRAM KERJA 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT 

DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

DaJam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I . Dnerah adalah Kahupaten Lebong; 

2. Pemerintah Daerah atfalah Kepala Daerah scbagai unsur penyelenggara 

pcmerintah daerah y,mg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan dacrah otonom; 
3 . Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Dupati adaJah Bupati Lebong; 

4 . Sekretaris Daernh adaJah Sek retaris Daerah Kabupatcn Lcbong; 

5. lnspektorat Daerah Kabupaten Lebong yang sclnnjutnya d isingkat 

lnspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemcrintah (APIP) yang 

bertanggungjawab lnngsung Kepada Bupati; 

6. Pengawasan atas Pcnyelcnggaraan Pemcrintahan Daerah adnlah proses 

kegiatan yang ditujukan mcnjamin agar pcmerintahan dacrah berjalan 

secara efisien clan cfektif scsuai dcngan rencana dan ketentuan Peraturan 

Perundang-u ndangan: 
7 . Pengawasan Fungsional tcrhadap Penyelenggnra Pemerintah l(abupaten 

Lebong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan 

Pemcrintahan Dacrah yang bcrjalan sesuai dengan rencana, kententuan dan 

Peraturan Pcrundang-Undangan yang bcrlaku; 

8. Pcmcriksaan adalah saJah satu ben tuk kegiatan pengawasan yang 

dilaksanakan dcngan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik 

a udit, mcmbandingkan antnra peraturnn/ketentuan, rencana, progrAm, 

target sistem dnn prosedur yang schnrusnya deng,m kontlisi atau kenyataan 

yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang 

bcrsangkutan; 
9. Pcmeriksaan Rcgu ler adalah kegiatan pemeriksaan terhndap aspek tug::ls 

pokok dan fungsi , pcngelolann keunngan, sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana sertA metotle kerja; 
IO. PKPPT adalah Program Kerjn Pembinaan dan Pengawasan Tahu nan yang 

mengatur jadwAI dan sasaran Pemcriksaan Rcguler; 

J I . SOP adalah petunjulc ynng digunak,rn untuk melnkuknn kegiatan 

pengawasan fungsional ; 
J 2 . Pcmcriksaan Khusus/Kasus ,tdal.th kegi<ltan pcmeriksaan yang dilakukan 

scwaktu-waktu seperti penanganan k asus pengaduan, investigasi dan lain

lain yang tidak tertuang tlalam PKPPT; 
13. Laporan Hasil Pemeriksaan Adal::lh laporan atas hasil kcgiatnn pelaksanaan 

pcmeriksaan terhanap objek pemeriksirnn yang di dalamnya 

mengungkapkan fakta, data dnn kejndian ynng terjacli dengan unsur atribut 

temuan : kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomcndasi disampnikan 

l<epada pejabat yang herwenang untuk menindaklanjuti; 

14. Pegawai Dacrah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dnn Pegawai Sadan 

Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Lebong. 
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BAB II 
POl<OK-POKOK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pnsnl 2 

l . Perencanaan Pembinaim dan Pcngawasan Penyelenggaraan Pcmerintahan 

Dacrah Tahun 2023 meliputi: 
a . Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyclcnggaroan Pemcrintahan Daerah 

yang d isusun bcrbasis prioritns don risiko; 
b . Sasaran Pernbinann dan Pengawnsan Penyclcnggarnan Pemerintahan 

Dacrah ; dan 
c . Jadwal pelaksanaan Pembinnnn da n Pcngnwasan Penyclenggaraan 

Pcmcrintahan Dnernh . 
2. Fok-us Pcmbinaan dan Peng;\\vasan Penyclcnggarnan Pcmcrintahan Daerah 

scbagaimana dimnksud pnda nynt (1) hurur a dan sasaran Pcmbinaan dan 

Pcngawasan Pcnyelenggaraan Pcmerintahan Daerah seuagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hurur b dinrnhkan sesua i dengnn tema rencann kerja pemerintah 

tahun 2023 yaitu peningkntan produktivita s untuk transrormasi ekonomi yang 

inklusir dAn berkelanjutan. 
3. Perencanaan Pemuinann dan Pcngawasan Pcnyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat ( l ) diuraikan 

dalnm: 
., a . Pembinaan dan peng,nvasan umum; 

b . Pcmbinaan dan pengawasan teknis; dan 
c. Pembinaan dan pengawasan kepala cfaerah terhadap perangkat daerah. 

4. Uraian Pcrcncanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah ta hun 2023 sebagaima na dimaksud pada ayat (3), 

tcrcantum dalam Lampiran yang merupakan baginn tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB Ill 
TUJUAN 

Pasal 3 

Penctapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat 

Kabupaten Lebong Tahun 2023 bcrtujunn untuk: 
I . Memberikan pedoman da la m melaksanakan penugasan 

pengawasan/pcmcriksaan di Lingkungan Pcmcrintah Kabupa ten Lebong; dan 

2. Mengatur jadwaJ pcngawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lebong. 

0ABIV 
F'OKUS PENGAWASAN 

Pnsnl 4 

Pembinaan dan Pengawasan l{epala Dnernh terhndap Pernngknt Daerah 

dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dcngnn fokus: 

1. Pelaksanaan urusan pemerinLAhan yang menjndi kcwcnnngnn daerah 

Pela ksanaan pemhinaan <.Ja n pengawasan uru san pcmcrintRhan yang mcnjadi 

kewenangan daernh c.Jila kuka n terhauap progrnm, kegintnn, sub kcgiatnn ynng 

tercantum dalam rencann pembnngunnn jnngka menengah daernh da n /ata u 

rencana kerja pemerintah dncrah Tnhun 2023, dengan sasaran prio ritas 

daerah yang mcmiliki risiko tinggi dnn dnyn ungkit untuk meningkntknn 

perekonomian daerah , scpert i urusan pn1i wisnta dan urusan pangnn . 

Pclaksanaan pcmbinoa n <.Jan pcngawasan urusan pcmcrintnhan yang mcnjodi 

kewenanga n c.Jaerah d ilnkukan da la m bentuk: 
a. Pemeriksaan ketaatan terhnda p ketcntunn peraturan perundnng

undangan tcrmasuk ketaalnn pclaksnnaan normn, standar, prosedur, dan 

kriteria yang d iteta pkon oleh pemerintnh pusa t; don 

b. Pemeriksaan l<inerja . 
13/\CIAN 
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2. 

3 . 

4 . 

J\kuntabilitas pcngelo1aan keuangan cJaerah yang bersumber cJori anggaran 

pendap~tan dan belanja daerah meliputi: 

a. Revm Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rencana Keuangan 

Daerah: 

1) Rancangan akhir rencana kerja Pcmcrintah Daerah; 

2) Rancangan akh ir rencana kerja Perangkat Daerah; 

3) Rancangan kebijakan umum a nggarnn cJan prioritas Plafon Anggaran 

Semcntara; dan 
4) Rencana kerjn anggaran Satuon l<erja Perangkat Daerah. 

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah: 

1) Akuntabilitas pengelolaan pcndapatan dacrnh; 

2) Akuntabilitas pengclolaan belanja daerah; 

3) Pengclolaan pembiayaan daerah; 

4) Pengelolaan manajemcn l<as clan persediaan; dan 

5) Pengelolaan barang milik daerah. 

c. Reviu Laporan l<cuangan; 
d. Kcgiatan Pengawasan Lainnya: 

1) Probity Audit; 
2) Reviu Laporan Kinerja; 
3) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

4) Audit Dengan Tujuan Tertentu; 

5) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; 

6) Evaluasi Perencanaan dan Penganggo.ran yang berbasis Gender; 

7) Audit Pengelolaan Keuangan Desa; dan 

8) Audit Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah. 

Penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan integritas: 

a. Monitoring Laporan LHKPN dan LHKASN; 

b. Pengendalian Gratifikasi; 
c. Pelaksanaan Survei Penilaian lntegritas; 

d . Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 

e. Asistensi pembangunan Refonnasi Birokrasi; 

f. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi 

nasional pencegahan korupsi; 
g. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi 

yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi; 

h . Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; 

i. Audit lnvestigatif; 
j. Tindak lanjut perjanjian kcrjasama aparat pengawas intern pemerintah 

dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan 

masyarakat yang berindikasi korupsi; dan 

k. Monitoring dan cvaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan perneriksa 

keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern 

pemerintah. 
Peningkatan KRpabilitas Aparat Pengawas Intern Pcmerintah: 

a . Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3; 

b . Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 

c. Penerapan manajemen resiko; clan 

d. Pendidikan profesional berl<elanjutan. 

BAB V 
SASARAN PEN GA WASAN 

PasalS 

Sasaran pengawasan meliputi: 
1. Pengujian atas kesesuaian rnncangan al<l1ir rencana kerja P:mcrintah daerah 

dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan Jangka menengah 

daerah; 
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2. Pcngujinn n tns pcnyu sunnn su bstnns i nntnr bnb pndn rnncnngnn nkhir 

rcncnnn kcrjn pcmcrintnh dncrnh; 

3 . Pen_gujian atas kcsesuaian inclikntor clnn tnrgct lcincrjn dcngon progrnm. 

kcgmtnn dnn sub kcgintnn dnlnm rnncnngnn nld1ir rcncn nn l<crjn pcmcrin rnh 
dncrnh; 

4 . Pengujian a tns kcscsuninn rnncangnn Rkhir rcncnnn l<crja pcrnngkat dacrah 

dengan rcncann kcrjn pcmcrintnh clncrnh ; 
5. Pcngujinn a tns pcnyusunnn subs tnnsi nntnr hnh pndn mncnngnn nkhir 

rencana kerjR pcrangknt clnernh: 
6 . Pcngujian a tns kcscsuninn indil<ntor dnn target kincrjo dcngnn progrnm, 

kcgiatnn dnn sub kcgintnn dnlnm mncnngnn nkhir rcncnnn kcrjn pcrnngkat 

daerah ; 
7 . Pcngujian konsistcnsi/kes<!lurosnn rnncnngnn kcbijnknn umum nnggarnn d:rn 

priorotns plnfon nnggnrnn scmcntnrn dcngnn pcrnturnn kcpaln clncrnh tcntnng 

rcnc1rnn kcrja perangknt dncroh : 
S. Pcngujian knidnh pcnganggamn dnlnm kebijaknn umum anggaran cJn.n 

priorotns plafon nnggnrnn scmcntnrn, mcliputi Pcndnpatnn dacrnh, Bclfrnja 

daernh, Pcmbiayaan daerah ; 
9 . Pengujinn konsis tensi/kcsclnrnson rcncnnn kcrjn anggnran satuon kcrjn 

pcrangknt dncrnh dengnn kcl>ijnknn umum nnggnran dnn priorotas plafon 

anggaran sementara clan peraturan kcpala daerah tentang rcncana kerja 

perangknt dncrah; 
10. Pcngujinn kaidoh pengnngg:mm dala m rencnnn kcrja nnggaron satuan kcrja 

perangkat daerah ya ng mcliputi pendapatan daerah, belanja daerah , 

pembiayoan dacrah cJcngnn indikator don tnrgct kincrjn yRng tc lnh ditctnpknn 

dalam pcraturan kepa ln rlncrnh tcntang rencamt kcrja pemngkat d Rcrah; 

11 . Akuntabilitas pelaksanaan pcmungutan mulai dari penghimpuna n data objek 

dnn subjek pajak atau rctribusi, pcnentunn bcsnmya pajak a tau retribusi ynng 

terutnng sampai kegiatan pcnagihan pajnk atau rctribusi kepada wajib pajak 

at.au waj ib retribusi serta pengawasan penyetorannya; 
12 . Kcpa tuhan pcmerintnh dacrah untuk mengalokasikan pcndapatnn pajak dnn 

retribusi daerah untuk belanjn dacrah; 
13. Kesesuaian pembayaran inscntif pemungut pajnk dengan kctcntunn 

perundang-undangan ynng bcrlnku; 
14 . Penagihan piutang daerah; 
15. Akuntabilitas pelaksanaan pengclola belanjn scsuai dengan urusan yang tela.h 

menjndi kcwcnangannyn dnn/nta u telnh mcmiliki dnsar hukum yang 

melandasinya ; 
16. Akuntabilitas bclanja yang mcmiliki potcnsi risiko korupsi , yaitu: 

a . I libah dnn bontuan social; 
b . Pcngadaan barang clan jas; dnn 
c. Perjalanan dinas. 

17. Pelaksa.naa n pcngclolnnn penyertnnn modnl dncrnh telnh sesuni dengnn 

ketentua n pera turan perunda ng-unthrngnn : 
18. Sistem pengendaJian intern ynng hnndnl dnlnm rnngkn rcnlisnsi nnggnmn 

pendnpatan dnn bclnnjn dncrnh , Pcngelolnnn clcposito, Pengelohmn 

persediaan , Administrnsi pencntntnn kns ell bendnha rn Bnntunn Opernsional 

Sekolah; 
19. Pcrencnnnan kebutuhnn don pcngnnggnrnn, PcnAAunnRn, Pemnnfnntnn. 

Pengamanan dnn pemelihnrnnn, Pcmimlnhtangnnnn 0nrnng Milik Da crah; 

20. Memberikan keynkinan secnrn trrbn tnR ntnR lnpornn lceunngnn bohwn ti<lnk 

nda modifi lrnsi materia l ynng hAruR dilnkuknn a tns lnpornn keunngan 

disajikan berdasarkan sistt:m pcngendnlian intern yang mcmndai da n scsuni 

dengRn s ta ndar o lcuntansi pcmcrinrnhnn, khuRus nya tcrhnclnp pcngclolnnn 

kas dnernh , perscdiann, don pcncntn!An piutong; 
21 . Pengadaan barang dan jasa yang rnen11lild niloi signifiknn dnn s trntcgis ; 

22. Meml>crikan kcyakinnn sccarn tc rbntns ntus l11pomn l<in •rjn bnhwn lnpornn 

kinerjo tclah menyajikon informnsi kinerjn ynng nndnl , nkurnt chm berkunlitas; 
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23. 

24. 

25. 

26. 

27 . 

28. 

Memberikan keyakinan mengenai akurasi keandalan dan keabsahan 
infonnasi ki~erja dalam laporan penyelengga~an pemerint~han daerah; 
K~sus kerug1an negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum u ntuk 
d1laku~an perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; 
Meyakmkan perencanaan d,m penganggaran daerah telah memperhatikan 
gender; 
Efektivitas pengelolaan kcuangan dan aset dcsa, pengelolaan keuangan badan 
usaha milik desa, kons istensi ra ncanga n anggarnn pendapatan dan bela nja 
desa dengim rencana kerja pemerintah desn. kualitas belanja desa, pengadaan 
barang dan jasa di dcsa, dan pcmantauan a tas penyaluran da na transfer ke 
desa scrta capaian kcluaran dcsa; 
Kepatuhan dan Ketcpotan waktu wajib lapor LHl<PN dan LHKASN dalnm 
mcnyampaikan la poran kekayaan; 
Optimalis:1si tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, bcrdasarkan 
kcbijakan komis i pembcrantasan korupsi mcliputi: 
a . Pcnanganan lapora n pcncrimann/pcnolakan gratifikasi dari pegawai negeri 

<.lan/atau penyclcnggara Negara; 
b . lmplcmcntasi program pcngendalian gratifikas i, mcliputi : 

1) Pre-implcmentasi: 
a) Pcrolehan komitmen pimpinan instansi; 
b) Penyusunan ketcntuan/ kebijakan pcngcndalian gratifikasi; clan 
c) Pcmbentul<an unit pcngcndalian gmtifiknsi. 

2) lmplementasi: 
a) Penyu sunan rcncana kcrja implcmentasi program pcngendolinn 

gratifikasi; 
b) Discminasi ketcntunn/ kcbijnk:::m pcngcndalian grnti fil<nsi; 
c) ldcntifikasi dan a nalisis ,;siko pcncrimnnn gmtifikasi; dnn 
d) Rcspon/penanganan risiko pcncrimnnn grntifil<nsi. 

3) Pasco. lmplcmcntasi: 
a) Monitoring clan cvruuasi implcmentasi progrnm pengcndalinn 

gratifikasi; dan 
b) Tindak lanjut hasil monitoring clan cvnluasi implcmcntasi program 

pcngendnlian gralifi kasi. 
29. Meyakinkan dukungan pemerintah dacrah da lnm pclaksnnaan survey 

pcnilaian intcgritas dan pendampingan tindak lanjut hasil s u rvei pcn ilnia n 
integritas kepada scluruh perangkat claerah; 

30 . 

31. 

32. 

33. 

Mcyakinkan data yang tertuans dalam dokumen ma ndiri pclal<sanaan 
reformasi birokrasi akurat dan relevan dcngan pelaksanaan rcformasi 
birokrasi; 
Pendampingan kepada perangkat daerah dala m memba ngun sub area 
pcnguatan pengawasan mcliputi: 
a. Sistem pcngendalian intern pemerintah; 
b . Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; 
c. Verifikasi la poran han.a kekayaan pcnyelenggara ncgara/laporan harta 

kekayaan aparatur sipil negara; 
d. Penilaian internal zona integritas; 
e. Penanganan benturan kepentingan; 
f. Penanganan laporan pengaduan; dan 
g. Penanganan pengaduan masyarakat. 
Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pela ksanaan aksi pencega han 
korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi meliputi: 
a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; 
b . Integras i pe rencanaan dan penganggaran berbasis eleklronik; da n 
c. Implementasi elektronik payment dan elektronik catalog. 
Ketepatan waktu dan kehandalan lapora n atas pelaksanaan aksi pencegahan 
da n pen indakan korupsi terintegrasi yang d ikoordinasikan oleh komis i 
pemberantasan korupsi meliputi: 
a. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan l>elanja daera h ; 
b . Pengadaan barang dan jasa; 
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c. Pelayanan terpadu satu pintu; 

d . Aparat pen gawas intern pcmcrintnh· 

e. Manajemen aparatur sipil negarn; ' 

f. Optimalisasi pajak dnerah; 
g. Manajemen a set daerah; dan 
h. Tata kcloln desa. 

34. Meyakinkan pelayanan publik d i masing-masing pcmcrintah daerah telah 

bersih dari pungutan liar; 

35. Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewcnang, hambatan 

dalam pelayanan masyarakat, indikasi korupsi kolusi dan nepotisme, 

dan/atau pelanggaran disiplin pegawai; 

36. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu 

pada perjanj ian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah 

dengan aparat penegak hukum; 
37. Perh itungan kcrugian keuangan negara/daera h ; 

38. Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya; 

39. Pcnilaian mandiri tcrh adap 6 (enam) elemen yaitu: 

a . Pcrnn dan layanan aparnt pengawas intern pemerintah; 

b. Pengclolaan sumbcr daya manusia; 
c. Pral<tik profesional; 
d . Akuntnbilitas dan manajemen kinerja; 

e. Budayn clan hubungan orgnnisasi; dnn 

f. Struktur tata keloln. 
40. Quality asurance kehnndnlan pclaksnnaan sistem pcngendnlian internal 

pemcrintah di lingkungnn pemerintah dacrah , yaitu lingkungan pcngendnlian, 

penilaian risiko, kegiatan pcngendalinn, informasi dan komunikasi, dan 

pemantauan pcngendalia n intern. 
4 l . Asistcnsi penera pan manajcmcn ris iko indcks yaitu : 

a. lnfrastruktur 
1) Kcpemimpinan; 
2) Strategi do n kcbijakan mnnnjemen ; 
3) Sumbcr daya mnnusia; 
4) Kemitraan; dan 
5) Proses mnnajcmcn risiko. 

b . Hasil 
1) Aktivitas penanganan risiko; clan 
2) Outcomes. 

42. Pelaksanaan pendidikan dan pelntihan/bimbingan tcknis dcngnn tcma : 

a . Probity Audit; 
b. Pengadaan bn.rang dan jasa; 
c. Audit pcngadaan barang dan jasa; 
d. Audit kinerjn; 
e. Perencanaan dnn pcngawasan berbnsis risiko; 

f. Penerapan manajemen risiko; 
g. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desn; 
h . Teknik reviu dokumen perencunaan pembnngunan dnn rencnna kcuangnn 

daerah; 
i. Audit investigasi; 
j. Pemeriksaan penernpan standnr pclayanan minimal; 

k. Pemeriksaan dana alokasi khusus lisik; 
I. Sertifikasi certified of government chief a udit executive (CGCAE); da n 

m. Pendidikan scrtifikasi di bidang pengawnsan lainnya. 

BAB VI 
RUANG LINGKUP PENGAWASAN 

Pasal 6 

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan dilaksanakan tcrhitung 

scjak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 3 1 Desember 2023. -....----- -----· 
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DAO VII 

OOJEI PENOJ\\VJ\SJ\N 

PnMI 7 

Objck Pcngawasnn mcliputi : 

1. Sckrctnrint Dncrnh /Dinn~/BAdnn /Sckrctnrint DPRD/l<antor/l<ccamat:10/ 

"clurnhnn/Dcsn/ koln h ; <Inn 

2 . Bndnn Lnynnnn Umum Dncrnh di Linr,lrnngnn Pcrncrintnh Oncrnh Knhup:ncn 

Lcbong. 

OAB VIII 
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG 

Pnsnl 8 

1. Personil tcrdiri dari Pcgnw:-ti Negeri Sipil (PNS ) yang mcmpu nyai jabatan 

fungsionnl auditor, P2UPO dnn/ntnu pihnk lnin ynng dibc ri tugns. wcwcnang. 

umsgung Jawnb dan hnk secnrn pcnuh olch pcjnhnt yang b rwenang 

melnksanakan pen gawasan pada instansi pcmcrintah untuk dan atas na ma 

PIP: dnn 
2 . Dann Pcnunjang bcrnsnl dnri Doku mcn Pclnksnnnan Anggarnn lnspektorat 

Daerah h'.abupnten Lcbong. 

BABIX 
PELAPORAN 

Pasal 9 

Output hasil pemcriksaan terdiri dari: 
1. Kenas Kcrja Pemeriksa.an /Reviu/ Evaluasi/Monitoring/Pengawasan lainnya: 

2 Pokok-Pokok Hasil Pemeriks."lan ; 
3 . Laporan llasil Pemeriksaan/Rcviu/Evaluasi/Monitoring/Pcngawasan lninnya 

dalarn bentuk s urat dan/atau bah; dan 

4 . Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan . 

Pasal 10 

Ba tas \\ aktu pelapornn adalah: 
1 Pen~ usunan Laporon llnsil Pcmcriksann /Rcviu/Evnluns i/ ton itoring/ 

Pengawasan Jainnya paJing lambnt I (sntu) minggu setela h pelaksnnaan 

pemeriksaan; dan 
2 . Lapornn llnsit Pemcriksnnn/Reviu /Evnlunsi/ f\1onitoring/Pengnwnsan lninnyn 

telah d1sampaikan kepndn Ol>jck Pemcriksnn_n pnlmg lnmbnt l (satu) m inggu 

setelah penyusuna n lnporan. 

l. 

2. 

J . 

llt'\ll .'< 
TINDAK l.ANJUT IIASIL PEf\lERl1'SAAN 

Pnsnl I I 

Tmdak lruiJu t lapornn has,I pcmcriksnnn od11lnh kt'l:i111nn pcnmntnunn untuk 

mengewhu1 scjnuh rnnna pdoksnnann rekorncndasi yang chsnmpmkan dala m 

lnporan ditmunk lnnju ti olt-h objck 1w m1..·riksnnn ; 
Tmdak tnnJut hos1l pemeri lrnaun sclmga1111nnn d111h kMud pncln nyot ( I) h.,rus 

sudah selesai di1 indnk la njut1 paling lama 60 (enam puluhl hnri sejnk lnpomn 

llo<ttl Pc:merikSJtnn d11cnma old, ohJek pe mcnl ~man vnng uc:rsnngku111n; 

Pemuntnunn undak lunjul hu::.11 (')t'lllt:1 ik::,._wn wnJrh d1lnkuk.111 dnn llttunngknn 

dalrun laporan hasi l pe11mn1uuan tindak lanJut ; don 

T,ngkn1 pt:n_velesa1a 11 11ndnk ln~1ju1 ynng d rlnksannlrnn olch objek 

pe11wrHmsnun chtua11gk1111 t111lw11 lx·ntn ncom p ·111n11111un11 111td11k lmuut. 

II 
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BI\BXI 
l(OORDINASI PENGA\VASAN 

Pnsal 12 

Un tuk mcmpcrolch masuka n dalam mcningkatknn kincrja, lns pcktorat Daerah 

dap~t m~lakukan koordinns i d cng,rn lembaga penga was fungsional scpcrti BPK, 

BPJ:.i.P, lt)en Kemend;:igri, lnspektorat Provinsi a ta u Lcmbaga Pcngawns Fungsiona l 

tainnya. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Hal-hnl yang belum diatur dalnm Pcraturan Bupati ini , sepanjang mengenai teknis 

dan Perubahnn Tcknis pelaksanaan Pengawasan nkan diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan lnspcktur lnspcktornt. 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Lcbong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 18 Januari 2023 

SE ' ETARIS DAERAH 

~~~,.t:J)ONG, 

~ 

H. MUSTARANI 

Ditetapkan di Tu bei 
pada tanggal 18 Januari 2023 

~ £3UPATI LEBONG,r 

~ KOPLI , NSORI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 9 

.- .. 
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